
 



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah in i:

Ñama : ZULFADLY, S.H..M.H.

Tempat,tanggal lahir : Medan, 06 September 1976

NIP :197609062001121002

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

: Pembina Tk. I (IV/b)

: Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, 
karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara.

2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan 
Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan atau akuntabel 
untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di 
dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai 
dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 
ini, saya bersedia di kenai sanksi seberat-beratnya.

Gunungsitoli, 05 Januari 2026

Mengetahui,
Tiradilan Tinggi Medan

Pembuat Pernyataan

NIP. 197609062001121002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
NOMOR : KPN/W2.U12/KP3.4.3/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah in i: 

Ñama : Zulfadly, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Ñama : Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sitoli, 6 Januari 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya peradilan 

yang efektif transparan, 

akuntabel, responsif dan 

modern

a. Persentase penyelesaian perkara 
secara tepat waktu

90 %

b. Persentase penyediaan / Pengiriman 
salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak

9 5 %

c. Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat banding, 
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak

9 5 %

•
d. Persentasen pengiriman salinan 

putusan perkara pidana tingkat 
banding, kasasi dan PK tepat waktu 
oleh pengadilan pengaju kepada para 
pihak

90 %

e. Persentase putusan pengadilan yang 
diunggah pada direktori putusan

100 %

f. Persentase penyelesaian permohonan 
eksekusi putusan perdata

8 0 %

g- Persentase perkara yang berhasil 
diselesaikan melalui pendekatan 
keadilan restoratif

5 %

h. Persentase pekara yang berhasil 
diselesaikan melalui mediasi

3 %

i. Persentase perkara anak yang 
berhasil diselesaikan melalui diversi

10 %

i- Persentase perkara perdata tingkat 
pertama yang menggunakan e-Court

95 %

k. Persentase perkara pidana yang 
dilimpahkan secara elektronik (e- 
Berpadu)

90 %

I. Persentase layanan perkara pidana 
yang diajukan secara elektronik (e- 
Berpadu)

90 %

2 Meningkatnya Tingkat 

Keyakinan dan 

Kepercayaan Publik

Indeks kepuasan pengguna layanan 
pengadilan berdasarkan standar layanan 
yang ditetapkan

95 %

3 Terwujudnya a. Indeks Profesional ¡tas Aparatur Sipil 7 5 %

Manajemen Peradilan Negara (IP ASN) Satuan Kerja

yang Transparan dan Pengadilan Pelaksanaan



Profesional b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan

- DIPA 01

- DIPA 03

96

88

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

- DIPA 01

- DIPA 03

95% 

85 %

d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan

2,8 (65 %)

Kegiatan Anggaran

DIPA 005.01.2.098696/2026 Rp. 5.800.860.000,00

DIPA 005.03.2.099198/2026 Rp. 333.500.000,00

Gunung Sitoli, 6 Januari 2026



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
NOMOR : 4^  KPN/W2.U12/KP3.4.3/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah in i: 

Ñama : Zulfadly, S.H..M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Ñama : Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sitoli, 6 Januari 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya peradilan 

yang efektif transparan, 

akuntabel, responsif dan 

modern

a. Persentase penyelesaian perkara 
secara tepat waktu

90%

b. Persentase penyediaan / Pengiriman 
salinan putusan tepat waktu oleb 
pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak

95%

c. Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat banding, 
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak

95%

d. Persentasen pengiriman salinan 
putusan perkara pidana tingkat 
banding, kasasi dan PK tepat waktu 
oleh pengadilan pengaju kepada para 
pihak

90 %

e. Persentase putusan pengadilan yang 
diunggah pada direktori putusan

100%

f. Persentase penyelesaian permohonan 
eksekusi putusan perdata

80 %

g. Persentase perkara yang berhasil 
diselesaikan melalui pendekatan 
keadilan restoratif

5%

h. Persentase pekara yang berhasil 
diselesaikan melalui mediasi

3 %

i. Persentase perkara anak yang 
berhasil diselesaikan melalui diversi

10%

j. Persentase perkara perdata tingkat 
pertama yang menggunakan e-Court

95 %

k. Persentase perkara pidana yang 
dilimpahkan secara elektronik (e- 
Berpadu)

90%

I. Persentase layanan perkara pidana 
yang diajukan secara elektronik (e- 
Berpadu)

90 %

2 Meningkatnya Tingkat 

Keyakinan dan 

Kepercayaan Publik

Indeks kepuasan pengguna layanan 
pengadilan berdasarkan standar layanan 
yang ditetapkan

95 %

3 Terwujudnya 

Manajemen Peradilan 

yang Transparan dan

a. Indeks Profesional ¡tas Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan Pelaksanaan

75 %



Profesional b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan

- DIPA 01

- DIPA 03

96

88

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

- DIPA 01

- DIPA 03

95%

85%

d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan

2,8 (65 %)

Kegiatan Anggaran

DIPA 005.01.2.098696/2026 Rp. 5.800.860.000,00

DIPA 005.03.2.099198/2026 Rp. 333.500.000,00

Gunung Sitoli, 6 Januari 2026
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